| SALINAN |

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS],
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAIMANA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KAIMANA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua, perlu dilakukan penataan
kelembagaan Organisasi perangkat Daerah bidang
Pendidikan di provinsi Papua dan Papua Barat guna
mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat
fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan perlu
melakukan penataan perangkat daerah Kabupaten
Kaimana;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf d angka 1
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kaimana, perlu mengubah Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf
a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Peraturan Atas Bupati Nomor
3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kaimana.




Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di
Provinsi Papua (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4245});

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran




10.

11.

12.

Negara Republik Indonesia Nomor 5601} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraiuran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang




Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 652),

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun
2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH, SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KAIMANA.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana, diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Kesatu, Paragraf 1 dan Pasal 2 dinbah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan
unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

{(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

o




2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas membantu  Bupati melaksanakan  urusan
pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. Pelaksanaan administrasi dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil terdiri dari : ’
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:
1) Seksi Identitas Penduduk.




2} Seksi Pindah Datang Penduduk.
3) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen
pendaftaran Penduduk dan Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pencatatan Sipil, membawabhi:
1) Seksi Perkawinan dan Perceraian.
2) Seksi Kelahiran dan Kematian.
3) Seksi Perubahan Status Anak dan
Kewarganegaraan.
e. Bidang Pengelclaan Informasi Administrasi
Kependudukan, membawahi:
1) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data.
2) Seksi Teknologi Informasi.
3) Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.
f. Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kesembilan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2} Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan.
3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar.
| 2) Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter
Pendidikan Dasar.
3} Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikan Dasar.
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah dan
| Kejuruan, membawahi:
| 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan
Menengah dan Kejuruan.
2) Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter
Pendidikan Menengah dan Kejuruan.

O



3) Seksi Manajemen dan Sarana Pendidikan
Menengah dan Kejuruan.
e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal,
membawahi:
1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak
Usia Dini dan Nonformal.
2) Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter
Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal.
3} Seksi Manajemen dan Sarana Pendidikan Anak
Usia Dini dan Nonformal.
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal.
2) Seksi Pendidik dan Tenaga  Kependidikan
Pendidikan Dasar.
3)Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Menengah dan Kejuruan.
g. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
1) Seksi Pemuda.
2) Seksi Olah raga.
3) Seksi Sarana.
h. Unit Pelaksana Teknis;
1. Satuan Pendidikan,;
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga sebagaimana tercantum pada lampiran IX
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkaun.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE
Diundangkan di Kaimana
Pada Tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 418

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATE MANA
AM

Nip. 19780605 200603 1 001




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA

KERJA DINAS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAIMANA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS
Kelompok Sabatan Fungsional SEKRETARIS
Fungstonal
Subbagian Umum dan Subsgian Perencanaan dan
Kepegawalan Pelaporan Subbaglan Keuangsn
BIDANQ PENGELOLAAN
BIiD. P RAN
bZ%HZWﬂW%b BIDANG PENCATATAN SIPIL INFORMAS] ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
SEKSI PERKAWINAN DAN SEKSI PENGELOLAAN
[ SEKSI IDENTITAS PENDUDUK 1 PERCERAIAN F— DAN PENYAJIAN DATA
|| SEKS1 PINDAH DATANG SEKS! KELAHIRAN DAN- SEKS] TEKNOLOG!
PENDUDUK - KEMATIAN ] INFORMASI
SEKS1 PENGAWASAN DAN
| | PENYIDIKAN DOKUMEN SEKST PR AN STATUS |__| SEKSIJARINGAN DAN
PENDAFTARAN PENDUDUK . KEWARGANEGARAAN KOMUNIKASI DATA
DAN PENDATAAN PENDUDUK
UPTD
Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI KAIMANA,

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPAT: IMANA

CAP/TTD
FREDDY THIE




LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUFATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAIMANA.

Subagiap Persncznann dan

SEKSI KELEMBAGAAN DAN

SEKSI MANAJEMEN DAN

bl K
Subbagian Umum dan Kepeg Pela Subbegian Keuangan
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BIDANG PEMBINAAN BIDANG PEMUDA DAN
DASAR MENENGAH DAN KEJURUAN DAN NONFORMAL KETENAGAAN OLAHRACA
SEKSI KURIKULUM DAN SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN 8 1 PENDIDIK DAN AGA
SEKSI KURIKULUM DAN P KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN 8
[~ PENILAIAN PENDIDIKAN DASAR — ENTLAIAN PENDIDIKAN l— PENDIDIKANR ANAK USIA DINI DAN —1 ANAK USIA DINI DAN l—1 EKSI PEMUDA
MENENGAH DAN KEJURUAN NONFORMAL
NONFORMAL
SEKSI PESERTA DIDIK DAN SEKSI PESERTA DIDIK DAN SEXSI PESERTA DIDIK DAN SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
PEMBANGUNAN KARAKTER P QUNAN R P GUNAN KEPENDIDIKAN FENDIDIKAN SEKSI OLAH RAGA
1 PENDIDIKAN DASAR [| PENDIDIKAN MENENGAH DAN [t PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN | DASAR o
KZJURUAN NONFORMAL

SEKSI MANAJEMEN DAN SARANA

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

L~ SARANA PRASARANA L SARANA PENDIDIKAN L— PENDIDIXAN ANAK USIA DINI DAN L KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN L— SEKSI SARANA
PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN KEJURUAN NONFCORMAL MENENGAH DAN KEJURUAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL UPTD SATUAN PENDIDIKAN
Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD
FREDDY THIE



